
WALIKGTA MATARAM

PRGVINSI NUSA TENGG~ B~ T

PERATU~ Ã A LIK GTA MATARAM

N GMGR: 2 3 TA H U N 2 0 1 6

7ENTANG

PERUBAH.MI KEDUA ATAS PERATURAN WALIKGTA MATAIMM NG M G R 7

TAHUN 2013 TENTANG PE7UNJUK PELAKSANAAN PERATURAN I3AERAH
KGTA MATA~ NG M G R 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HGTEL

I3ENGAN RAHMAT 7UHAN YANG MANA ESA

WALIKGTA MAT~ M ,

bahwa un~ mel a k s~ ~ k eten t u an Pasal 12 ayat (3), Pasal
14 ayat (4), Pasal 18 ayat (2'I, Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat
(3) dan PaM 26 a y a t (2 ) Peratuxan I3aerah Kota Mi r i am
Nomor '4 Tahun 2 0 1 1 tcn ~g Pajl ak H ote l, x nak ia d lpandaxlg

perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;
bahwa untUik meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan
tcx hadap pcnv~ x l a lan Bu ra t Pcmbcrltahuan P8llak Dacrah
(SPTPD) yang di~ p~ an ol e h wejjib pajak sesuai pasal 6 ayat,
(3) Peraturan Pemcrxn~ Nom o r 91 T a h u x 3I 2010 tc n t B x l 'g penis

Pajak Daexah Yang Dipungut Berdasar~ Pen e tapan Kepala
D lbayar S e n d l r l G leh W aj l b Pa j ak ~ p c r l u

dilaksaBakan xxlclalul sistern informasi manalcmen pcl iagoran

data tran~ si u s aha secara onliine;
bahwa bcrdasarkan pcx timbangan scbagaixnana dimaksud

h~ a dan h~ b, per l u m e netapkan Peraturan Walikota
tentang Pexubahan K e dua A ta s P era tu ran W a i l k ota M a ~ am

Noxnox 7 Tahun 2013 tentang Pctunjuk PCIaksan~ Pc r a tu ran
E)aerah Kota Mataram Nomox 4 Tahun 2 0 3.1 tentang Pajak
Hotel.

Uxidang-Undang N o m o x 6 Tah l ln 1 9 8 3 tcx l ' i iHg K c ' tcxltuarl

U mum da n T a t a C ar a P e rpajakan (Lembaran N c ~ a Repu b l i k
Indonesia Tahun 1983 Noimor 49, Tambaban Lembaran Negara

RCpuibllk I n d o n csxa Nomo'r 3 2 6 2)' sebag~a xl a t cl a h dxu b a h
beberapa ~ t er~ lr den gan Undang-Undang 28 Tahun 2007
texltang Perubahan Ketlga atas Undang-Undang Nomox 6 Tahun
1983 t en tang K e t en tuan Um u m dan 7 at a Ca ra Pe r x la>akan

( Lcmbaran Ncgax'a Rcpubl lk I x ldoxlcsla Tahun 2 0 0 7 N o mo r 8 5

Taxnbehae Lemb~ Ã cgara R e pub l ik I ndoxleSia NOrnor 4740);

M'exllmbang a
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2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah T ingkat I I M ataram (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran

Nagara Republik Indonesia Nomor 3531);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir
dengan U n dang-Undang N omor 9 Ta hu n 20 1 5 tentang
Perubahan Kedua ates Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemer(utahan D aerah (Lembaran N cger a Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cars
Pelaksanaan H a k d a n K ewajiban Perpajakan B erdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 T shun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cars Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali d iubsh terakhir dengan Undang-Undang 28 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
Peraturan Pemerintsh N omor 9 1 T ahu n 2 0 10 t en tang J en is
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau D ibayar Sendir i O leh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
Peraturan Menteri deism Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun
2008 Nomor 2 Seri D);
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pexrber'uk+" Susan"n Or-" dsatd Per"-.~t Da-rah vota
Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3
Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa Indi terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentsng
Perubahan Kedua Ates Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor
5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Perangkat D aerah K ota M star am (Lembaran Daerah K ota
Mataram Tahun 2013 Nomor I Seri Dl:

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang
P ajak H o tel (Lembaran D aerah K o t a M a taram T a hu n 20 1 1
Nomor 3 Seri B);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN W ALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALIKOTA MATARAM N O M O R 7 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK P ELAKSANAAN PERATURAN D AERAH
KOTA MATARAM N O M O R 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
HOTEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan deism Peraturan Wal ikota Mataram Nomor 7
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 4 T ahun 2 011 tentang Pajak Hotel d i tambah
sob~ " — 'k" t .
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka baru, yaitu angka

35, angka 36, angka 37, dan anglra 38 yang berbunyi sebagai
b erikut :
35. Sistern informasi manajemen pelaporan data transaksi

usaha secara oniine, yaitu sistern pelaporan data transaicsi
melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan
langsung enter sistern informasi data transaksi usaha
wajib p ajak d engan s i stern i n formasi p ada D inas
Pendapatan se cara ter integrasi me )alu i j ar ingan
komunikasi data.

subsistem sa t u de ngan su bsistem la innya secara
terintegrasi melalui media internet.

memanfaatkan f asiTitas Sistern i n formasi m anajemen
pelaporan data transaksi usaha secara online.

pengawasan yang menyediakan basis data ates transaksi
yang terjadi pads Wajib Pajak yang terintegrasi peda sistern

36. Sistern O nline adalah s smbungan l angsung antara

37. SPTPD-Online adalah penyampaian Spl'PD dengan

38. Media Pengawasan On l in e ad alah sua tu sistern

data transaksi hotel.

2. Ketentuan Pasal 5 d iubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
b erikut :

Pasal 5
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan usahanya

atau objek Pajak Hotel dengan men~ SPOPD
kepada Dinas Pendapatan paling lambat 30 (t iga puluh)
hari sebelum kegiatsn usaha dimulai.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Dines Pendapatan.
(2) SPOPD sebagaimana dimaksud peda ayat (1}, diambil oleh



SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) waiib d i isi
dengan benar, j elas, lengkap dan d i tsndatangsni o leh
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:

a. Fo tocopy identitas d ir i / penanggung jawab/penerima

(3}

kuasa (KTP, SIM, Paspor);
L 0 ' ' L

c . Su ra t Kuasa apabila pem i l ik /pengelola
usaha/penanggung j a wa b be rhaiangan de ngan
disertai f otocopy KTP/ S IM / P aspor d ar i p emberi
kuasa; daxt

slat p endukung Si stern i n formasi m anajemen
pelaporan data transaksi usaha secara online berupa
media pengawasan online atau slat sejenisnya.

d. menandatangani surat pernyataan siap di pasangkan

(6}

(4)

(6)

Bagi Wajib Pajak y ang t elah m endaftarkan u sahanya
sebagaiman a dim ak aud pad a ayat ( I) , K epala D inas
menetapkan NPWPD dan wajib pajak berhak menggunakan
Sistern informasi manaiemen pelaporan data t ransaksi
ussha secara online.
Bagi W ajib P ajak y ang t idak r nengirimkan S POPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala Dinas
menetapkan NPWPD secara jabatan.
Bentuk dan tata cara penggunaan Sistern informasi
manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) tercantum deism Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(7)

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru,
yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

I I)

(I) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPIPD secara sistern
online dengan men~ Sis tern informasi manajemen
pelaporan data transaksi usaha secara on-line (SPTPD
Online)
Setiap Wajib Pajak, wajlb mens'." SPTPD-Onlbne der;s"n
benar, jelas, lengkap dan dikirim secara online ke Dinas
paling lama 15 (lima belas) hari setelah beralddrnya masa
pajak.
SPTPD-Online ac~ a dim aksud pad a ayat ( I ) ,
dianggap sudah dikirim ke D inas j ika dikirim melalui
Sistern informasi manajemen pelaporan data t ransaksi
usaha secara online dan dianggap sah iika sudah terbayar.

(3)



besarnya pajak yang disetorkan.

s n c tr r o r A c '4 ' rs 1 a s l 1 1

(41 Spl'PD-Online berisikan data omzet penerimaan bruto dan

(5) Apabila bates waktu penyampaian SPTPD Online jatuh
pada hari l ibur, make bates waktu penyampaian SPl'PD
Online jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

• • .
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tidak d isampaikan oleh Wajib Pajak k e Dinas diberikan
surat teguran s ebagaimana m ekanisme SPTPD y ang
berlaku.

dengan Keputusan Kepala Dinas.
(7) Bentuk dan t ata cara SPTPD-Online diatur lebih lanjut

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
beriku t :

Pasal 9

P

(1) Pajak Hotel dipungut dengan Sistern Self Assessmsnt yang
memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajsk untuk
menghitung, m embayar da n m elaporkan sendiri p ajak
terutang yang seharu snye dibayar kepada Din as
e- r " "- " +w

dimaksud p ada a yat ( 1 ) t e rmasuk p o tongan d i skon
dan/atau cuma-cuma yang diberikan kepada tamu Hotel.

(3) Wajib Pajak deism menghitung dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan SPI'PD atau SPTPD-Online.

(2) Jumlah pajak yang terutsng yang dibayar sebagaimana

5. D iantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipksn 1 (satu) Pasal baru,
yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A
Untuk tertibnya pembukuan dan pemeriksaan, Hotel berbintang
diwajibkan un tuk m emil ik i bentuk pengawasan k husus berupa
suatu s i stern yang t erintegrasi dengan Sistern I nformasi
Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha secara Online

a s ru L w ' 1 lak 1

pengawasan d a n p elaporan d at a t r ansaksi s ecara o n l ine
keepada Dines, berupa media pengawasan trsnsaksi secara
online yang dapat digunakan sebagai sumber data pemeriksaan
dalazn proses perpajskan daerah.



Pasal II

Agar set lap Grang m eAgetakUkfl)" a, meme rlntakka& pe ngUncia&gan
P eraturan %al i k u t a i n i den g a n p en e m p a t anny a dal a m B er i t a

Daerah Kata Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanc'gal P f9 < 8<v~ ~G(4

$'MAL, I NOTA MATARAM

NDI EKO BASWITO

Salinan aesuai dengan aslinya

KEPAI.A HAGIAN HUKUM )

TTD

MANSUR SH. MH
NIP. 197012312002121035


